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PELAKSANAAN INFORMED CONSENT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. ACHMAD MOCHTAR DALAM KAJIAN HUKUM PERJANJIAN

SARTIKA SARI, NUZUL RAHMAYANI, KARTIKA DEWI IRIANTO
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
sartikasari0312@gmail.com, nuzullaw05@yahoo.co.id, tika.irianto86@mail.com

Abstract: This study aims to determine the Implementation of Informed Consent at the
Regional General Hospital Dr. Achmad Mochtar in the Study of Agreement Law. What are the
efforts of the hospital in explaining informed consent carried out by the hospital and what
forms of implementation of informed consent are at the Regional General Hospital Dr.
Achmad Muchtar between the hospital and the patient. This research includes descriptive
empirical legal research using primary and secondary data types. In this study, the data
collection techniques used by the authors were field studies and literature studies related to
the problem under study. The agreement is an agreement between the two parties. Based on
the results of the study, it can be seen that there are obstacles regarding the patient's or
family's lack of understanding of the actions to be taken, causing difficulties for doctors to
make decisions. It can be seen that the way to overcome this problem is that the doctor is
required to provide an explanation of information in clear, simple, and easily understood
language by various groups. Regarding the difficulties of patients or families with low levels of
education and illiteracy in understanding, understanding, filling out, and signing informed
consent. The way to overcome this is through  doctors and paramedics who provide an
explanation of the importance of the agreement, including assisting in writing and signing the
informed consent. In terms of knowing how to implement informed consent at the Regional
General Hospital

Keywords: Contract Law, Informed Consent, Hospitals, Patients

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui Pelaksanaan Informed Consent di
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar dalam Kajian Hukum Perjanjian. Seperti
apa upaya pihak Rumah Sakit dalam menjelaskan informed consent yang dilakukan Rumah
Sakit dan seperti apa bentuk pelaksanaan dari informed coensent di Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. Achmad Muchtar antara pihak Rumah_Sakit dengan Pasiennya. Penelitian ini termasuk
penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data primer dan
sekunder. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu
studi lapangan dan studi kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
Perjanjuan merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak. Berdasarkan hasil penelitian
dapat diketahui bahwa terdapat kendala mengenai kekurang pahaman pasien atau keluarga
terhadap tindakan yang akan dilakukan sehingga menimbulkan kesulitan bagi dokter untuk
mengambil keputusan. Dapat diketahui bahwa cara mengatasi permasalahan tersebut yaitu
pihak Dokter diharuskan memberikan penjelasan mengenai informasi dengan bahasa yang
jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Mengenai adanya kesulitan
pasien atau keluarga dengan tingkat pendidikan rendah dan buta huruf dalam mengerti,
memahami, mengisi, serta menandatanganani informed consent. Cara mengatasinya yaitu
dengan melalui dokter dan paramedik yang memberikan penjelasan mengenai arti penting
persetujuan tersebut, termasuk membantu dalam penulisan dan penandatanganan informed
consent. Dalam hal menegetahui bagaimana pelaksanaan Informed consent di Rumah Sakit
Umum Daerah.

Kata Kunci: Hukum Perjanjian, Informed Consent, Rumah Sakit, Pasien.

A.Pendahuluan

Rumah Sakit merupakan pusat dimana pelayanan Kesehatan masyarakat
diselenggarakan. Sebagai suatu institusi pelayanan Kesehatan yang kompleks padat akar dan
padat modal. Kompleksitas ini muncul karena pelayanan Rumah Sakit yang menyangkut
sebagai fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian serta mencakup sebagai tingkatan
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maupun jenis disiplin, agar Rumah Sakit mampu melaksanakan fungsi yang professional baik
dibidang teknis, medis maupun admnistrasi pelayanan kesehatan (Oktaria, 2016). Dalam
pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan Kesehatan bagi setiap masyarakat
sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun
1945 alinea IV yang bertujuan memajukan Kesejahteraan umum yang berarti bahwa meliputi
pelayanan Kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia (Filia, 2016). Perjanjian terdapat dalam
ayat Al-Q uran surat An Nahl Ayat91 . ‘

Oolat L dan ) (S e ) glas 35 b A GV ) olal W 23l 13 Al gy 13305
“Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah,
setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu).
Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, bahwa Setiap orang
mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat Kesehatan yang optimal pasal 37 ayat
(1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2004 tentang Rumah Sakit
yang menyatakan bahwa”setiap” tindakan kedokteran yang dilakukan di Rumah Sakit harus
mendapat persetujuan pasien dan keluarganya dan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “setiap” orang
berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan di
berikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut
secara lengkap, dalam kerangka tersebut dijelaskan bahwa kesehatan sebagai hak asasi
manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya Kesehatan kepada
seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan;pembangunan Kesehatan yang berkualitas dan
terjangkau oleh masyarakat.

Peningkatan yang pesat dalam ilmu pengetahuan-dan teknologi kedokteran, ditambah
dengan meningkatnya konsumerisme telah merubah paradigma tentang keberadaan sebuah
institusi pelayanan kesehatan dalam hal ini rumah sakit, dari sebuah lembaga sosial ke arah
lembaga sosial ekonomi dalam arti sebuah lembaga yang disamping harus mementingkan
norma-norma sosial dalam melakukan tugasnya tapi juga sekaligus memperhatikan norma-
norma ekonomis sehingga keberadaan sebuah Rumah Sakit dapat lebih terjamin.

Rumah Sakit sebagai tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam memberikan
upaya pelayanan kesehatan yang-dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah
Sakit. Tenaga kesehatan yang bekerja di-Rumah Sakit ‘khususnya yang mempunyai hubungan
langsung dengan pasien adalah dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dokter yang
ingin melakukan tindakan medis atau operasi terlebih-dahulu harus memberikan informasi
mengenai tindakan apa yang akan dilakukan, apa manfaatnya, apa resikonya, alternatif lain
(jika ada), dan apa yang mungkin terjadi apabila tidak dilakukan tindakan medis atau operasi
tersebut. Keterangan ini harus diberikan secara jelas dalam bahasa yang sederhana dan dapat
dimengerti oleh pasien dan memperhitungkan tingkat pendidikan dan intelektualnya (Gunadi,
1995). Tindakan medis yang dilakukan oleh dokter tanpa persetujuan sah karena pasien tidak
memperoleh keterangan yang lengkap dan benar dapat mengakibatkan seorang dokter dapat
digugat di pengadilan.

Dalam dunia kedokteran masa kini informasi merupakan hak asasi pasien karena
berdasarkan informasi itulah pasien dapat mengambil keputusan tentang suatu tindak medis
yang dilakukan terhadap dirinya. Di pihak lain, memberikan informasi secara benar kepada
pasien merupakan kewajiban pokok seorang dokter yang sedang menjalankan profesinya.
Selain berkaitan dengan masalah hukum, informasi ini juga berkaitan dengan masalah etika,
moral, serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Perjanjian adalah suatu perbuatan
dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
Dengan demikian suatu perjanjian dapat diartikan sebagai suatu peristiwa dimana dua orang
atau lebih saling mengikat dirinya antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila dalam suatu
perjanjian salah satu pihak melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, maka pihak
yang melakukan perbuatan tersebut harus bertanggung jawab selama perjanjian itu
berlangsung (Nurbaiti, 2023).

P-ISSN 2622-9110  Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia 117
E-ISSN 2654-8399



http://jurnal.ensiklopediaku.org/

Vol. 6 No.1 Edisi 1 Oktober 2023 Ensiklopedia of Journal
http://jurnal.ensiklopediaku.org

Persetujuan yang diberikan oleh pasien ataupun keluarganya atas dasar informasi dan
penjelasan mengenai tindakan medis apa yang akan dilakukan terhadap pasien disebut dengan
informed consent. Informed consent itu sendiri sangat erat kaitannya dengan tindakan medis
yang artinya adalah transaksi untuk menentukan atau upaya untuk mencari terapi yang paling
tepat bagi pasien yang dilakukan oleh dokter (Nasution, 2005). Sehingga hubungan antara
informed consent dan tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter dapat dikatakan bahwa
informed consent merupakan komponen utama yang mendukung adanya tindakan medis
tersebut. Karena persetujuan yang diberikan secara sukarela, yang diberikan oleh pasien
dengan menandatangani informed consent adalah merupakan salah satu syarat subjektif untuk
terjadinya/sahnya suatu perjanjian yaitu “sepakat untuk mengikatkan diri”. Dalam hal ini
perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian untuk melakukan tindakan medis antara dokter
dengan pasien.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008
Persetujuan Tindakan Kedokteran Informed Consent adalah persetujuan yang diberikan oleh
pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai
tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien. Kategori pihak yang berhak
menandatangani Informed consent Pada kondisi pasien, tertentu seperti kategori usia anak-
anak, gangguan kesadaran, gangguan mental, atau sedang dalam kondisi gawat darurat, maka
informed consent dapat diberikan oleh orang tua, suami/istri, anak kandung, saudara kandung,
keluarga terdekat, atau orang yang mengantarkan pasien (Studia, 2010).

Informed consent terdiri dari dua kata yaitu informed dan consent Jonh M. Echols (2003)
memberi pengertian informed yaitu telah  mendapatkan penjelasan atau keterangan telah
disampaikan atau di Informasikan. Sedangkan consent yang berarti persetujuan yang telah
diberikan pada seseorang untuk berbuat sesuatu. Jadi informed consent dapat diartikan sebagai
persetujuan yang diberikan oleh pasien kepada dokter untuk melakukan tindakan kedokteran
tertentu setelah mendapatkan penjelasan dari dokter yang bersangkutan. Tujuan dari informed
consent ini sendiri adalah bagt pasien adalah untuk menentukan sikap atas tindakan medis
yang mengandung resiko atau akibat yang bakal tidak menyenangkan pasien, bagi dokter
adalah sebagai sarana untuk memperoleh legitimasi (pengesahan) atas tindakan medis yang
akan dilakukan. Yang berakibat terciptanya suatu hubungan hukum antara dokter dengan
pasien. Secara umum bentuk persetujuan yang diberikan pengguna jasa tindakan medis
(pasien) kepada pihak pelaksana jasa‘tindakan medis (dokter) untuk melakukan tindakan medis
dapat menjadi tiga bentuk yaitu persetujuan-tertulis, persetujuan lisan dan persetujuan dengan
isyarat.

Informed consent dalam keadaan gawat darurat tidak diperlukan, karena dokter lebih
memprioritaskan untuk menyelamatkan jiwa pasien dan atau mencegah kecacatan tidak
diperlukan, tapi harus dicatat didalam rekam medik. dan segera memberikan penjelasan kepada
pasien setelah pasien sadar atau kepada keluarga terdekat (Miles, 1992). Informed consent
dapat dibatalkan atau ditarik kembali oleh yang memberi persetujuan sebelum dimulainya
tindakan. Pembatalan persetujuan ini harus dilakukan secara tertulis oleh yang memberi
persetujuan. Apabila ada suatu akibat dari pembatalan persetujuan ini, maka akibat ini adalah
tanggung jawab dari yang membatalkan persetujuan. Pemberi Informasi dan Penerima
Persetujuan Pemberi informasi dan penerima persetujuan merupakan tanggung jawab dokter
pemberi perawatan atau pelaku pemeriksaan tindakan untuk memastikan bahwa persetujuan
tersebut diperoleh secara benar dan layak. Dokter memang dapat mendelegasikan proses
pemberian informasi dan penerimaan persetujuan, namun tanggung jawab tetap berada pada
dokter pemberi delegasi untuk memastikan bahwa persetujuan diperoleh secara benar dan
layak (Mubharir, 2022).

Seorang dokter yang akan memberikan informasi dan menerima persetujuan pasien atas
nama dokter lain, maka dokter tersebut harus yakin bahwa dirinya mampu menjawab secara
penuh pertanyaan apapun yang diajukan pasien berkenan dengan tindakan yang akan
dilakukan terhadapnya untuk memastikan bahwa persetujuan tersebut dibuat secara benar dan
layak Pemberi Persetujuan diberikan oleh individu yang kompeten (Guwandi, 1994). Akan
tetapi pelaksanaan Informed consent di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar
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dilakukan sebelum pasien melakukan tindakan operasi banyak atau sebagian pasien yang
kurang paham dan mengerti apa tujuan dan fungsi dari Informed consent yang hanya sekedar
menandatangani sebatas melengkapi prosedur. Informed consent yang diambil seharusnya
tidak menjadi penghalang untuk melakukan tindakan klinis terhadap pasien dalam kondisi
memaksa atau Kkrisis, untuk situasi gawat darurat dokter spesialis dapat melakukan tindakan
terbaik menurutnya. Sedangkan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan wajib mematuhi
segala apa yang disarankan oleh dokter demi terlaksananya kesembuhannya.

Berdasarkan observasi awal dengan mewawancarai Bapak dr. Anbiar manjas, Sp.B KBD
(2023). spesialis bedah digistif menjelaskan pelaksanaan informed consent di Rumah Sakit
Umum Daerah Dr. Achmad Mocthar dalam kajian hukum perjanjian dapat dijelaskan beberapa
hal tentang informed consent. Informed consent disampaikan karena dokter ingin memberitahu
rencana tindakan medis, jadi pasien tidak harus setuju, boleh menolak. Sebagai dokter, wajib
menyampaikan tindakan terbaik bagi pasien, tetapi langkah selanjutnya adalah pilihan pasien.
Dokter akan mengusahakan semaksimal mungkin memberitahu tindakan yang terbaik.
Hambatan nya membuat mereka mengerti penjelasan yang di jelaskan dan mengunakan bahasa
yang dapat dimengerti, bila perlu megunakan gambar untuk menjelaskan. Istilah-istilah
kedokteran yang sering tidak diketahui oleh pasien, sebagian pasien kurang mengerti mengenai
tindakan. Masalahnya soal persetujuan tindakan, kalau pasien nya orang tua, dan pengambil
keputusanya banyak, anak-anak nya banyak ada perbedaan keputusan, membuat persetujuan
jadi lebih lama. Lalu ada juga kejadian yang kurang baik dari keluarga pasien, dimana pasien
sebenar nya perlu operasi tapi pihak keluarga tidak ingin operasi, hal ini tetap dilakukan
asalkan tetap tandatangani informed consent.

B.Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang penulisan gunakan dalam penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu
penelitian yang dilakukan secara berpola pemecahan masalah yang diselidiki dengan
menggambarkan keadaan subjek dan objek yang berdasarkan fakta-fakta yang tampak.
Berdasarkan permasalahan yang diteliti metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian
ini adalah Yuridis Empiris yang dikenal juga dengan (Field Reserch) yaitu suatu metode
penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri  karena belum tersedia. Kegiatan yang
dilakukan dapat berbentuk wawancara dengan informan.-Jenis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data primer dan. data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan
menggunakan metode wawancara dan observasi.Dalam penelitian ini penulis menggunakan
metode analisis Kulitatif, dimana metode ini penulis-menyusun dan mengumpulkan data
dengan cara observasi dengan langkah awal yaitu pra-penelitian kemudian dilanjutkan dengan
penelitian. Kemudian wawancara dengan beberapa pihak terkait kelapangan. Data yang
diperoleh tersebut disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian dilakukan pengolahan
data sehingga dapat diambil suatu kesimpulan (Muharir, 2022).

C.Hasil dan Pembahasan
1.Upaya pihak Rumah Sakit Dalam Memperoleh Informed Consent yang Di Lakukan
Terhadap Pasien Dan Keluarganya

Berdasarkan data hasil penelitian di Kamar Operasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
Achmad Mocthar dapat diketahui bahwa perjanjian antara pihak Rumah Sakit dengan pasien
yang melakukan Informed consent Daerah Dr. Achmad Mocthar selama tiga tahun terakhir
dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Prosentase Informed Consent

Tahun Jumlah Pasien Operasi

[Digestif  |Mata [Urologi  [Tht
2020 325 304 162 51
2021 436 289 388 116
2022 552 331 571 176
jumlah  |1313 929 1017 343
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Berdasarkan analisis penulis dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah angka
Operasi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr Achmad Mocthar selama tiga tahun terakhir
mengalami naik turun. Namun perkembangan ini disebut masih dalam taraf yang normal
karena 3 Tahun terakhir Indonesia mengalami wabah virus Covid 19. Hal tersebut
membuktikan bahwa cukup tingginya angka operasi dengan menggunakan tindakan
kedokteran, sehingga menunjukkan tingginya kepercayaan pasien kepada Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Achmad Mocthar Bukittinggi untuk melakukan operasi dengan menggunakan
tindakan kedokteran dan pentingnya informed consent dalam pelaksanaan perjanjian tindakan
kedokteran pada pasien.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008
Persetujuan Tindakan Kedokteran Informed Consent adalah persetujuan yang diberikan oleh
pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai
tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien Adapun yang menjadi dasar hukum
terjadinya informed consent yaitu: 1) Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Rumah Sakit yang menyatakan bahwa Setiap tindakan
kedokteran yang dilakukan di Rumah Sakit harus mendapat persetujuan pasien atau
keluarganya; dan 2) Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak menerima atau
menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah
menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.

Tahapan pemberian Informed consent hasil pemeriksaan yang telah dilakukan selain
diberikan kepada dokter operator juga diberikan, kepada pasien atau keluarganya sekaligus
mengenai hal atau tindakan yang akan dan harus dilakukan untuk kesembuhan pasien. Dalam
hal ini, pasien mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai keluhan atau gangguan
yang dideritanya, yang merupakan alasan dalam memberikan persetujuan untuk dilakukannya
tindakan kedokteran tersebut. Pelaksanaan perjanjian antara_ pihak Rumah Sakit dan pasien
tanpa adanya pemberian informed consent menurut Pasal 1320 KUH Perdata dapat dinyatakan
sebagai suatu perjanjian yang tidak sah. Informed consent tersebut tersebut harus diberikan
secara benar, jujur serta tidak bermaksud untuk menakut-nakuti atau bersifat memaksa ada dua
kemungkinan keputusan menerima dan menolak.

2. Pelaksanaan Informed consent Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achnad  Mocthar
dalam kajian hukum perjanjian

Berdasarkan hasil wawancara Dengan Bapak dr. Roniza basri Sp. An Perjanjian tindakan
kedokteran pada pasien merupakan perjanjian baku dikarenakan bentuk dan isi perjanjian
ditetapkan secara sepihak yaitu oleh pihak Rumah Sakit dalam suatu bentuk tertentu (tertulis)
yang telah dipersiapkan terlebih dahulu secara massal. Hal tersebut dilakukan untuk
mengantisipasi kebutuhan dan kepentingan untuk bertindak cepat dari dokter/Rumah Sakit dan
tetap melindungi para pihak. Isi dari perjanjian tindakan kedokteran pada pasien memuat
adanya keadaan khusus yang harus disepakati untuk dipenuhi. Isi dari perjanjian tersebut
meliputi pernyataan persetujuan dari pasien atau keluarganya yang diberikan dengan penuh
kesadaran dan tanpa paksaan atas tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya,
pernyataan bahwa pasien telah mendapatkan penjelasan dari dokter dan mengerti sifat, tujuan,
risiko dan perlunya tindakan kedokteran yang akan dilakukan pada pasien yang akan operasi
tersebut. Selain itu, disertai pula penandatanganan oleh para pihak yang terkait yaitu
pasien/keluarganya, dokter operator maupun dokter anastesi serta dua orang saksi yang
masing-masing satu orang dari pihak Rumah Sakit dan satu orang dari pihak pasien.
Penandatanganan dilakukan untuk sahnya perjanjian tindakan kedokteran pada pasien. kareana
berarti kedua belah pihak telah menyetujui hal-hal pokok yang telah diperjanjikan.

Berakhirnya suatu perjanjian dapat disebabkan karena berbagai macam sebab, antara
lain karena terjadinya suatu peristiwa tertentu atau tujuannya telah tercapai. Dalam Pasal 1338
KUH Perdata dinyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai
Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik
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kembali kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak, atau perjanjian tersebut harus diakhiri
berdasarkan Undang-Undang. Dari Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan berakhirnya suatu
perjanjian bahwa perjanjian yang telah dibuat secara sah tidak dapat diakhiri secara sepihak.
Jika ingin mengakhiri atau membatalkan perjanjian tersebut, maka harus mendapatkan
persetujuan dari pihak yang lain. Namun dalam perjanjian tindakan kedokteran pada pasien
tidak demikian. Berdasarkan Pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwa
perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain atas kesepakatan kedua belah pihak atau karena
alasan- alasan tertentu yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Namun jika
dilihat dalam Pasal 1266 ayat 1 dan 2 KUH Perdata bahwa dalam persetujuan timbal balik,
syarat batal dianggap selalu dicantumkan manakala salah satu pihak tidak memenuhi
kewajibannya. Dalam keadaan seperti ini persetujuan tidak batal demi hukum tetapi
pembatalan harus dimintakan kepada hakim.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Bapak dr. Anbiar manjas, Sp B KBD Kendala-
kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Tindakan Kedokteran (Informed
Consent) Setelah penulis mengadakan penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad
Mocthar.maka dapat diketahui bahwa terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan perjanjian tindakan kedokteran pada pasien operasi. Adapun kendala-kendala
yang dihadapi tersebut antara lain:

1.Berkaitan dengan tindakan kedokteran yang akan dilakukan, terdapat kendala adanya
kekurang pahaman pasien atau keluarga terhadap tindakan yang akan dilakukan pada
dirinya atau keluarganya, sehingga menimbulkan kesulitan bagi dokter untuk mengambil
keputusan dalam menentukan tindakan, yang akan dilakukannya.

2.Dalam hal penandatangan Informed- consent, masih banyak terdapat pasien atau keluarga
dengan tingkat pendidikan yang rendah dan buta“huruf, sehingga mengalami kesulitan
dalam mengerti isi dari Informed consent tersebut. Bahkan sebagian besar dari mereka
kurang memahami maksud penandatanganan persetujuan tersebut. Hal tersebut juga
menghambat dokter yang-akan melakukan tindakan kedokteran.

3.Rumah Sakit masih mengalami pergantian berbagai bentuk formulir persetujuan, dan
dalam hal pergantian formulir tersebut tidak ada sosialisasi terhadap dokter maupun para
medik terlebih dahulu, sehingga dalam melakukan tindakan kedokteran dan akan
ditandatangani persetujuan tersebut, dokter tidak mengetahui bahwa formulir persetujuan
yang digunakannya tersebut telah .diganti oleh:pihak Rumah Sakit. Sehingga masih
dijumpai pada saat dokter akan melakukan tindakan kedokteran, maka persetujuan yang
ditandatangani masih menggunakan ketentuan yang lama.

Kendala-kendala yang dihadapi tersebut antara lain :

1.Mengenai pasien atau keluarga yang kurang dapat memahami tindakan kedokteran yang
akan dilakukan pada pasien operasi, maka dokter yang bersangkutan berusaha untuk
memberikan penjelasan informasi kepada mereka dengan bahasa yang jelas, sederhana,
dan mudah dipahami.Adapun penjelasan yang diberikan kepada mereka mengenai tujuan
dan perlunya tindakan tersebut dilakukan berdasarkan keadaan pasien, risiko khusus
dalam tindakan tersebut, dan kemungkinan risiko jika tindakan tersebut tidak dilakukan.
Hal tersebut tentu saja disesuaikan dengan situasi dan kondisi pasien yang bersangkutan.

2.Dalam hal mengatasi pasien atau keluarga yang buta huruf sehingga mengalami kesulitan
dalam mengerti isi dari informed consent tersebut maka pihak Rumah Sakit melalui
dokter dan paramediknya berusaha untuk menjelaskan isi, tujuan, dan manfaat dari
persetujuan tersebut, termasuk dalam hal ini membantu penulisan identitas yang harus
diisi pasien sebelum penandatanganan informed consent tersebut. Hal ini bertujuanagar
pasien dapat mengerti perlunya adanya kesepakatan dalam persetujuan tersebut.

3.Mengenai bentuk formulir persetujuan yang sering berubah Rumah Sakit hal ini dapat
diatasi dengan melakukan penyesuaian dengan formulir persetujuan yang telah diganti.
Meskipun mengalami kesulitan yang dikarenakan kurangnya sosialisasi dalam
pergantian formulir tersebut, namun antara dokter dan paramedik sudah terjalin
kerjasamayang baik, sehingga saling memberikan informasi antara satu dengan ya lain,
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kemudian mengkonfirmasikan kebenaran mengenai pergantian formulir persetujuan
tersebut dengan pihak Rumah Sakit. Pergantian formulir persetujuan tersebut tidak
mempengaruhi tanggung jawab pihak Rumah Sakit jika terjadi. Hal ini dikarenakan pada
dasarnya isi dari formulir yang diganti tersebut sama, hanya saja pada formulir yang
lama jenis informasi-informasi yang diberikan oleh dokter tertuang dalam formulir
persetujuan dan pada bagianterakhir terdapat pernyataan bahwa pasien menyadari bahwa
ilmu kedokteran bukanlah ilmu pasti, maka keberhasilan tindakan kedokteran bukanlah
keniscayaan sangat bergantung kepada izin Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan pada
formulir yang baru pada bagian terakhir menyatakan bahwa pasien membuat persetujuan
tersebut dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan. Mengenai pernyataan yang lain
dalam persetujuan tersebut sama, yaitu bahwa pasien menyatakan persetujuan untuk
dilakukannya tindakan kedokteran yang tujuan, sifat, perlunya serta risiko yang dapat
ditimbulkan telah cukup dijelaskan oleh dokter dan pasien telah mengerti sepenuhnya
informasi tersebut. Berdasarkan analisis penulis, adanya formulir persetujuan yang telah
ditandatangani oleh kedua pihak tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bahwa kedua
belah pihak telah sepakat terhadap isi yang tertuang dalam formulir persetujuan tersebut,
dan isi yang tertuang dalam persetujuan bersifat mengikat dan berlaku sebagai undang-
undang bagi kedua pihak yang mmenandatangani persetujuan tersebut.

D.Penutup

Berdasarkanl uraianl penelitil dil latas, dapatl diambil kesimpulan pertamalsebagai
berikut, untuk mengetahui bagaimanakah upaya,Rumah Sakit dalam pemperoleh Informed
consent yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mocthar terhadap pasien.
menjadi bagian hukum perdata yang dapat megoptimalkan Rumah Sakit. Mengenai kekurang
pahaman pasien atau keluarga terhadap tindakan yang akan dilakukan sehingga menimbulkan
kesulitan bagi dokter untuk mengambil keputusan. Cara mengatasinya yaitu dokter dalam
memberikan penjelasan mengenai informasi dengan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah
dipahami oleh berbagai kalangan. Mengenai adanya kesulitan pasien atau keluarga dengan
tingkat pendidikan rendah dan buta huruf dalam mengerti, memahami, mengisi, serta
menandatanganani informed consent. Cara mengatasinya yaitu dengan melalui dokter dan
paramedik yang memberikan penjelasan mengenai arti penting persetujuan tersebut, termasuk
membantu dalam penulisan dan penandatanganan cinformed consent. Untuk mengetahui
bagaimana pelaksanaan informed consent di-Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mocthar
Bahwa prosedur dalam pelaksanaan perjanjian tindakankedokteran antara pihak Rumah Sakit
dengan pasien adalah perjanjian yang memenuhi syarat sahnyaperjanjian yang terdapat dalam
Pasal 1320 KUH Perdata. Informasi yang diberikan dalam perjanjian tindakan kedokteran pada
pasien operasi yaitu mengenai alasan, risiko, tujuan, alternative lain, prognosis dan biaya dari
dilakukannya tindakan kedokteran tersebut.
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